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ABSTRAK 

Edwin Endico Sinulingga  

Pemutusan hubungan kerja karena efisiensi merupakan fenomena yang 
sering terjadi dalam hubungan industrial, terutama ketika perusahaan 
menghadapi tekanan ekonomi, perubahan pasar, atau restrukturisasi 
internal. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum karena 
pengusaha berupaya mempertahankan keberlangsungan usaha, 
sementara pekerja tetap berhak atas perlindungan hukum dan 
penghidupan yang layak. Pengaturan mengenai PHK karena efisiensi 
terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja 
dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 yang menekankan 
pentingnya keseimbangan antara kepentingan pengusaha dan hak pekerja. 

Permasalahan yang dikaji mencakup: pengaturan hukum PHK di Indonesia, 
bentuk perlindungan hukum bagi pekerja yang di-PHK karena efisiensi, 
serta pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 
844 K/Pdt.Sus-PHI/2025. Rumusan masalah tersebut bertujuan 
memberikan pemahaman komprehensif mengenai penerapan norma 
ketenagakerjaan dalam konteks efisiensi dan perlindungan bagi pekerja. 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat deskriptif 
analitis dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. 
Bahan hukum primer meliputi peraturan ketenagakerjaan dan putusan 
pengadilan, sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari literatur, jurnal, 
dan pendapat ahli. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan 
penalaran deduktif, yaitu dari norma umum menuju penerapannya dalam 
Putusan Mahkamah Agung Nomor 844 K/Pdt.Sus-PHI/2025. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan PHK karena efisiensi telah 
memiliki dasar hukum yang jelas, namun implementasinya masih sering 
menimbulkan ketidakseimbangan antara kepentingan pengusaha dan 
perlindungan bagi pekerja. Putusan Mahkamah Agung Nomor 844 
K/Pdt.Sus-PHI/2025 menegaskan bahwa alasan efisiensi harus dibuktikan 
dengan kerugian yang sah dan tidak boleh menghapus hak normatif 
pekerja. Oleh sebab itu, diperlukan pengawasan pemerintah yang lebih 
kuat, kepatuhan pengusaha terhadap prosedur PHK, serta konsistensi 
aparat penegak hukum dalam menjadikan putusan tersebut sebagai 
yurisprudensi yang melindungi hak pekerja. 
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